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BAB III 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kejaksaan 

Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literature 

yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang di teliti sesuai 

dengan yang telah diuraikan dimuka maka penulis menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dalam Pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut : 

a. Jaksa Penuntut Umum berpatokan pada KUHAP dalam 

mengumpulkan bukti yang berpatokan pada pasal 185 KUHAP, hal 

ini sesuai dengan pasal 184 KUHAP. 

b. Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jaksa Penuntut Umum 

menggunakan Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan Kekerasan Salam Rumah Tangga . Pembuktikan 

perkara kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Jaksa Penuntut 

Umum menggunakan pasal 55 hal ini diperkuat oleh pasal 54 

Undang-undang no 23 Tahun 2004. 

c. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan, pembuktian 

perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut : 

1) kekerasan Fisik dibuktikan dengan visum (surat) dan 

keterangan saksi (minimal 2 orang saksi). 
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2) kekerasan Psikis dibuktikan/ pembuktiannya dengan keteranga 

ahli ( dalam hal ini psikiater / ahli kejiwaan ) dan keterangan 

saksi (minimal 2 orang saksi) 

3) kekerasan seksual dibuktian / pembuktiannya dengan visum 

(surat). 

4) penelantaran dalam rumah tangga dibuktian / pembuktiannya 

dengan keterangan saksi, petunjuk, dan visun (surat). 

 

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai 

berikut : 

a) Terdakwa tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan yang 

dia lakukan tersebut. 

b) Ketidak hadiran saksi di persidangan baik saksi korban maupun 

saksi di luar korban menghambat proses persidangan. 

 

B. Saran  

Perlunya Kejaksaan Agung mengambil langkah-langkah untuk 

meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum, misalnya dengan 

mengefektifkan program diklat teknis berkelanjutan yang lebih diarahkan 

pada profesionalisme sesuai perkembangan materi ilmu hukum juga 

undang-undang yang banyak lahir akhir-akhir ini khususnya tentang 

kekerasan dalam Rumah Tangga.   
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